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Abstract: This study examines the calculation, payment, and reporting of Article 25 Income Tax at PT Sumber
Insani. The results show that the calculation and payment comply with regulations, but reporting is still delayed
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PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penghasilan terbesar
bagi pemerintah Indonesia. Pajak berperan
sebagai alat utama di dalam rencana keuangan
negara yang dikenal sebagai APBN untuk
mengumpulkan uang yang digunakan membiayai
berbagai kebutuhan negara. Jika dibandingkan
dengan sumber penghasilan lain  seperti
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta
hibah, kontribusi pajak memiliki bagian yang
lebih besar.Oleh karena itu, peningkatan
penerimaan pajak menjadi prioritas utama dalam
kebijakan fiskal pemerintah, salah satunya
melalui pengelolaan sistem perpajakan yang
efektif, efisien, dan berkeadilan. (Nasution,
Aulia, dan Maulana 2025)

Salah satu alat utama dalam sistem pajak
adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang
dipungut sebagai kewajiban pajak yang harus
disetor setiap bulan, mulai dari bulan Januari
hingga Desember.Mekanisme ini memudahkan
wajib pajak karena kewajiban pajak tahunan bisa
dibayar secara bertahap berbeda dengan Pajak
Penghasilan Pasal 29 yang dibayarkan satu kali
pada akhir tahun, Pajak Penghasilan Pasal 25
memungkinkan ~ wajib  pajak = mengelola
keuangannya secara lebih efektif dan membantu
menjaga  kelancaran  penerimaan  negara
sepanjang tahun contohnya, pada tahun fiskal
2019, pemerintah memberi kebijakan relaksasi
akibat pandemi Corona, yaitu memperpanjang
waktu pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 29
sampai 30 April 2020 untuk wajib pajak pribadi,
berdasarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang
kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 2
Tahun 2020. (Akay, Sabijino, dan Suwetja 2021)

Meskipun ketentuan PPh Pasal 25 bertujuan
mempermudah wajib pajak, dalam praktiknya
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masih dijumpai berbagai kendala. Beberapa
perusahaan  mengalami  kesulitan  dalam
menghitung besarnya angsuran, melakukan
penyetoran tepat waktu, serta melaporkan
kewajiban pajaknya sesuai ketentuan.
Keterlambatan atau kesalahan dalam administrasi
bisa menyebabkan sanksi yang merugikan.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
tingkat ketaatan wajib pajak dipengaruhi oleh
tingkat pemahaman terhadap aturan pajak,
kondisi sumber daya manusia yang ada, serta
seberapa efektif manajemen pajak internal.
Dalam konteks penelitian ini, subjek yang
dikaji adalah PT Sumber Insani, sebuah
perusahaan penyedia layanan outsourcing yang
berdiri sejak tahun 2009. Perusahaan ini berfokus
pada pengelolaan aspek bisnis mitra melalui
penyediaan tenaga kerja berkualitas serta
berbagai solusi manajemen yang bertujuan
meningkatkan profitabilitas, efisiensi, dan daya
saing perusahaan di berbagai sektor industri.
Dengan skala bisnis yang melibatkan banyak
klien dari sektor berbeda, pengelolaan kewajiban
perpajakan, khususnya PPh Pasal 25, menjadi
aspek penting untuk menghindari risiko beban
finansial maupun sanksi administratif.
Berdasarkan data pembayaran PPh 25 PT.
Sumber Insani periode Januari-Agustus 2025,
perusahaan ini tercatat konsisten melakukan
penyetoran setiap bulan tanpa ada keterlambatan.
Pada Januari-Maret 2025, nominal angsuran
tercatat stabil sebesar Rp 2.933.944,00 per bulan,
namun sejak April-Agustus 2025 angsuran
menurun menjadi Rp 777.963,00 per bulan.
Penurunan nominal angsuran ini menunjukkan
adanya penyesuaian perhitungan pajak yang
kemungkinan besar terkait dengan hasil SPT
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Tahunan 2024 atau adanya kompensasi kerugian
fiskal. Meskipun terjadi perubahan jumlah
angsuran, kepatuhan penyetoran dan pelaporan
tetap terjaga karena kode billing selalu
diterbitkan setiap bulan.

Untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak,
Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP) telah
memperbarui sistem administrasi perpajakan
dengan menerapkan sistem elektronik. Inovasi ini
mencakup registrasi online, penyampaian SPT
secara elektronik, pengisian formulir digital,
hingga pembuatan faktur elektronik.
Menggunakan teknologi digital dalam bidang
perpajakan diharapkan dapat membuat pelayanan
lebih baik, menghemat waktu, serta membantu
wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar
dan melaporkan pajaknya (Rahman 2023)

Namun, beberapa penelitian menunjukkan
bahwa meskipun implementasi sistem elektronik
cukup efektif, hambatan masih ada, terutama bagi
wajib pajak individu yang belum sepenuhnya
memahami  mekanisme  digital Hal ini
menyebabkan adanya kesenjangan antara
meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar
dengan wajib pajak yang benar-benar aktif
membayar dan melaporkan pajaknya (Inggrid et
al. 2023)

Melalui analisis terhadap perhitungan
angsuran, ketepatan penyetoran, serta kepatuhan
pelaporan PPh Pasal 25 pada PT Sumber Insani,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan
gambaran  menyeluruh  mengenai  praktik
kepatuhan pajak di perusahaan jasa. Penelitian ini
dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan
perpajakannya, serta memberikan kontribusi
ilmiah dalam mempelajari faktor-faktor yang
memengaruhi kepatuhan pajak di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA
Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25)

PPh Pasal 25 adalah cara membayar pajak
penghasilan yang dilakukan secara bertahap
setiap bulannya. Tujuannya agar orang yang
wajib membayar pajak tidak merasa terlalu berat
saat harus membayar pajak di akhir tahun, karena
uang pajak yang harus dibayar dibagi dan
dikeluarkan selama satu tahun. (Sejanto, Elim,
dan Tirayoh 2022)

PPh Pasal 25 bertujuan untuk meringankan
wajib pajak dalam membayar pajak saat mengisi
SPT Tahunan. Dengan demikian, pembayaran
pajak bisa dilakukan secara bertahap dan tidak
terasa terlalu berat. Aturan ini diatur dalam
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.

Besarnya angsuran dihitung berdasarkan
pajak penghasilan yang terutang di tahun
sebelumnya, dikurangi dengan kredit pajak, lalu
dibagi menjadi 12 bulan. Pembayaran wajib
diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 15
dibulan berikutnya, dan akan dianggap sebagai
pengurangan pajak di akhir tahun. Dengan
mekanisme ini, pemerintah dapat menjaga
stabilitas penerimaan negara, sementara wajib
pajak bisa mengelola kewajiban pajaknya secara
lebih teratur dan tidak terlalu berat.

1. Dasar Hukum PPh 25

Apabila wajib pajak tidak melunasi PPh
sesuai ketentuan Pasal 25 atau terjadi kurang
bayar, maka akan diterbitkan Surat Penagihan
Pajak menagih sisa pajak yang belum atau kurang
dibayar. Selain itu, wajib pajak juga akan dikenai
sanksi administrasi berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam undang-undang perpajakan. Dasar
hukum untuk pajak penghasilan pasal 25 adalah
sebagai berikut.

1) Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 tahun
1983 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan  Menteri Keuangan = Nomor
255/KMK.04/2000 Memaparkan tentang tata
cara perhitungan PPh yang harus dibayarkan
oleh wajib pajak baru, bank, perusahaan
leasing dengan hak opsi, BUMN, BUMD,
wajib pajak emiten, serta wajib pajak lain
yang menyusun laporan keuangan berkala,
termasuk wajib pajak orang pribadi dan
pengusaha tertentu.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-537/PJ/2000 tentang besarnya angsuran
pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal
tertentu, yaitu:

a) Pajak harus dibayar oleh seseorang yang
mendapatkan penghasilan yang tidak
teratur.

Surat pemberitahuan tahunan PPh untuk
tahun pajak sebelumnya disampaikan
setelah melewati tegar waktu yang
ditetapkan.

Orang yang wajib pajak diberi waktu
tambahan untuk mengirimkan surat
pemberitahuan dan berhak mendapatkan
kompensasi atas kerugian yang dialami.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP-207/PJ/2001 Mengenai
kewajiban pelaporan Surat

2)

3)

b)

d)
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Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 bagi
wajib pajak orang pribadi. (Zulvia Dewi
2023)

2. Mekanisme Perhitungan Angsuran PPh Pasal
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Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung setiap
tahunnya. Besarnya Pembayar PPh Pasal 25
untuk tahun yang berjalan ditetapkan dengan
mengurangi jumlah kredit pajak yang berlaku
dari total PPh dalam SPT tahun sebelumnya.
Pengakuan tersebut terdiri dari:
1) Pemotongan yang disebabkan oleh pasal 21
PPh (Sebagai mengikuti ketentuan di pasal
17 ayat (1) untuk pemegang NPWP dan
ditambah dengan 20% untuk mereka yang
tidak memiliki NPWP.
Individu yang tidak Memiliki NPWP yang
sah mesti membayar retribusi PPh pasal 22
sebesar 100%.
Pasal 23 mengharuskan adanya pemotongan
pajak penghasilan sebesar 2% untuk sewa,
penghasilan lain-lain, serta biaya jasa, dan
sebesar 15% untuk dividen, bunga, royalty,
dan hadiah.
Kredit pajak dari luar negeri berdasarkan PPh
pasal 24:12 dengan jumlah bulan dalam satu
periode ajak setelahnya. (Ahmarani Putri,
Desi Elisa Fitri, dan Khairunnisa Aulia,
2024)

2)

3)

4)

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini Metode yang
digunakan adalah Kualitatif dalam bentuk
deskriptif. Metode ini dipilih karena tujuan
penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan
memahami secara mendalam bagaimana proses
perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak
penghasilan pasal 25 dilakukan oleh PT Sumber
Insani, serta tingkat kepatuhan perusahaan
terhadap aturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Sumber
Insani, yaitu sebuah perusahaan yang menjadi
objek studi dalam analisis perhitungan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 25. Pemilihan PT. Sumber Insani
sebagai lokasi penelitian didasarkan pada
pertimbangan bahwa perusahaan ini merupakan
Wajib Pajak Badan yang secara rutin melakukan
kegiatan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan
PPh Pasal 25.

Dalam penelitian ini, populasi mencakup
semua data, dokumen, dan kegiatan yang terkait
dengan proses perhitungan, penyetoran, dan
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pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang
dilakukan oleh PT Sumber Insani.Selain itu,
populasi juga meliputi pihak-pihak yang berperan
langsung dalam kegiatan administrasi perpajakan
Perusahaan, seperti bagian keuangan, staf pajak,
dan pimpinan yang memiliki tanggung jawab
dalam pengambilan Keputusan terkait kewajiban
perpajakan.

Dalam penelitian kualitatif, cara memilih
sampel menggunakan metode nonprobabilitas,
yaitu dengan teknik purposive sampling. Menurut
Moleong, purposive sampling adalah cara
memilih sumber data dengan pertimbangan
tertentu, yaitu informan yang dianggap paling
tahu dan paham tentang objek penelitian secara
mendalam.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini unit
analisis atau sampel yang digunakan Adalah:

1) Dokumen dan arsip perusahaan terkait
perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh
Pasal 25 (misalnya laporan keuangan, bukti
setoran pajak, dan SPT Masa).

Informan kunci, yaitu pihak-pihak di PT.
Sumber Insani yang berperan dalam
pengelolaan pajak, yaitu: Admin staff invoice
and tax.

2)

Pemilihan informan dilakukan dengan
tujuan memperoleh data yang relevan dan
mendalam, bukan berdasarkan jumlah responden,
melainkan berdasarkan kualitas dan kedalam
infomasi yang dapat diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.
Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Sumber Insani merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang outsourcing dan
penyediaan tenaga kerja yang telah beroperasi
lebih dari 10 tahun di Indonesia. Perusahaan ini
berkomitmen untuk memberikan layanan
profesional dalam pemenuhan kebutuhan sumber
daya manusia bagi berbagai sektor industri,
seperti  perdagangan,  manufaktur, jasa,
perbankan, dan layanan publik.

Dalam menjalankan kegiatan operasional,
PT Sumber Insani berfokus pada pengelolaan
sumber daya manusia secara menyeluruh, mulai
dari proses rekrutmen, pelatihan, manajemen
kinerja, hingga administrasi ketenagakerjaan.
Perusahaan berupaya membantu mitra bisnis
dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan
menyediakan tenaga kerja yang kompeten,
terampil, dan sesuai kebutuhan organisasi.
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Pengelolaan kewajiban perpajakan di PT
Sumber Insani ditangani oleh Bagian Akuntansi
dan Keuangan. Kegiatan terkait perhitungan,
penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan secara
terpadu agar memenuhi aturan perpajakan yang
berlaku. Struktur pengelolaan pajak perusahaan
melibatkan beberapa posisi dengan tugas dan
tanggung jawab yang saling terkait, seperti
Accounting Supervisor dan Staf Pajak.

Tugasnya mencakup mengumpulkan dan
merangkum data transaksi setiap bulan,
menghitung besarnya pajak seperti PPh 21, PPh
23, PPh 25, dan pajak lainnya yang wajib
dibayarkan. Staf Pajak juga membuat bukti
setoran pajak (ID Billing) melalui DJP Online,
melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi
atau secara daring sebelum batas waktu, serta
melaporkan SPT Masa melalui sistem e-Filing
atau e-SPT sesuai ketentuan. Selain itu, semua
dokumen perpajakan diarsipkan secara sistematis
agar memudahkan pemeriksaan dan pelaporan di
masa depan. Dalam pengerjaannya, Staf Pajak
juga wajib melakukan rekonsiliasi data dengan
bagian terkait, seperti HRD dan Finance, agar
perhitungan pajak dapat dilakukan dengan akurat
sesuai  standar akuntansi dan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

Sistem dan Prosedur Perpajakan Perusahaan
PT Sumber Insani melaksanakan kewajiban
pajak secara rutin setiap bulan sesuai dengan
aturan perpajakan yang berlaku. Proses ini
melibatkan tim akuntansi dan pajak dalam
mengumpulkan, menghitung, menyetor, serta
melaporkan pajak perusahaan. Berikut adalah
langkah-langkah yang dilakukan:
1) Pengumpulan dan Pemeriksaan = Bukti
Transaksi Setiap akhir bulan, tim pajak
melakukan beberapa kegiatan seperti:
Mengumpulkan informasi mengenai
penerimaan dan pengeluaran perusahaan
Membuat ringkasan transaksi terkait Pajak
Penghasilan ~ (PPh)  Memeriksa  dan
memverifikasi kebenaran dokumen seperti
faktur, SSP, slip gaji, dan kontrak Tahap ini
bertujuan untuk memastikan akurasi dalam
menentukan besarnya pajak yang dibayar.
Perhitungan Pajak Setelah data transaksi
terkumpul, tim pajak melakukan perhitungan
untuk menentukan jumlah PPh yang harus
disetor, terutama: PPh Pasal 25 yang dihitung
berdasarkan data dari SPT Tahunan terakhir
Melakukan evaluasi dan penyesuaian
angsuran jika ada perubahan signifikan

2)
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dalam laba sesuai ketentuan Undang-Undang
Pajak Penghasilan Hasil perhitungan tersebut
kemudian ditinjau kembali oleh Pengawas
Akuntansi sebelum dilakukan penyetoran.
Penyetoran Pajak Penyetoran PPh 25
dilakukan setiap bulan sebelum batas waktu
yang ditentukan: Paling lambat pada tanggal
15 bulan berikutnya Menggunakan e-Billing
yang dihasilkan melalui DJP  Online
Pembayaran dilakukan melalui bank persepsi
atau jalur pembayaran elektronik resmi
Tujuan dari penyetoran ini adalah untuk
menghindari sanksi bunga karena
keterlambatan sesuai ketentuan Undang-
Undang KUP.

Pelaporan Pajak Setelah penyetoran selesai,
tim pajak melakukan pelaporan pajak
melalui: e-SPT atau e-Filing di DJP Online
Paling lambat pada tanggal 20 bulan
berikutnya  Dokumen yang  diunggah
mencakup bukti penyetoran dan rekapitulasi
perhitungan  pajak  Pelaporan tersebut
disimpan dalam bentuk digital dan fisik
sebagai bukti kepatuhan perusahaan.

3)

4)

Analisis Perhitungan Angsuran PPh 25

Perusahaan memutuskan untuk melakukan
pembayaran sekaligus agar tidak terjadi
kekurangan setoran pajak. Penurunan laba
perusahaan juga menjadi salah satu faktor
keterlambatan pembayaran, namun perusahaan
tidak dikenakan sanksi karena kondisi tersebut
dianggap sebagai masa penyesuaian sistem DJP.

Data dasar perhitungan angsuran PPh Pasal
25 digunakan sebagai acuan untuk menentukan
besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan
setiap bulan. Perhitungan ini berdasarkan PPh
terutang tahun sebelumnya yang dijadikan dasar
penghitungan angsuran bulanan. Berdasarkan
data yang diperoleh, nominal Angsuran PPh 25
bulanan sebagai berikut:

Tabel; Anggsuran PPh
Bin | PPh terutang tarif | Angguran
Jgrsl Rp 35.207.328 | 1/12 | Rp2.933.944
er;’ Rp 35207328 | 1/12 | Rp2.933.944
Mar- | Rp 35.207.328 112 Rp 2.933.944
25
Apr- | Rp  9.335556 | ., | Rp 777.963
25
Mei- | Rp 9.335.556 1/12 Rp 777.963
25




JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
p-ISSN 1693-8852 e-ISSN 2549-5003

VOLUME 28, NO. 1, Mar 2026

Tabel; Perhitungan PPh

Ket 2024 2025
Laba Neto
Fiskal Rp 35.207.328 Rp 2.933.944
Pajak
Penghasilan Rp 35.207.328 | Rp2.933.944
Terutang
Kredit Pajak | Rp 35.207.328 | Rp 2.933.944
PPh Pasal 25 | Rp 9.335.556 | Rp 777.963
Berdasarkan data-data dari perhitungan

tahun 2024 hingga 2025, PT Sumber Insani
mengalami  kenaikan dan penurunan dari
angsuran atau uang muka pajak yang dibayar
selama tahun berjalannya. Di tahun 2024, laba
neto fiskal yang dimiliki PT Sumber Insani
adalah sebesar Rp764.833.116. Di tahun 2025,
laba perusahaan mengalami penurunan menjadi
Rp124.039.024.

Perubahan laba yang terjadi menyebabkan
penurunan pajak penghasilan terutang, yang
selanjutnya berdampak pada besarnya angsuran
PPh Pasal 25. Pada tahun 2024, jumlah pajak
penghasilan terutang tercatat sebesar
Rp141.147.006, sedangkan pada tahun 2025
menurun menjadi Rp22.594.462. Penurunan ini
tidak hanya dipengaruhi oleh laba, tetapi juga
oleh perubahan pada kredit pajak. Kredit pajak
tahun 2024 sebesar Rp75.924.861, turun menjadi
Rp13.258.912 pada tahun 2025.

Kredit pajak berfungsi sebagai pengurang
atas pajak terutang dan dijadikan sebagai acuan
dalam menghitung PPh Pasal 25 untuk tahun
pajak selanjutnya. Oleh karena itu, perubahan
pada laba neto fiskal dan kredit pajak tersebut
berdampak langsung terhadap jumlah angsuran
PPh Pasal 25, di mana pada tahun 2024 besarnya
Rp5.435.179 dan menurun menjadi Rp777.962
pada tahun 2025.

Evalusasi Kesesuaian perhitungan dengan
peraturan yang berlaku:

Tabel; Kesesuaian Perhitungan PPh

Pajak Penghasilan
Terutang 22.594.462
Kredit Pajak pph pasal
23 13.258.912
dibagi 12 12
PPh Pasal 25 777.962

Dalam menghitung angsuran untuk tahun
berjalan 2025, cara yang digunakan sama seperti
angsuran tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan
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menggunakan PPh Terutang tahun 2025 sebesar
Rp22.594.462, kemudian dikurangi dengan kredit
pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp13.258.912, dan
hasilnya dibagi 12 bulan. Perhitungan tersebut
menghasilkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar
Rp777.962 per bulan. Besaran angsuran ini akan
mulai dibayarkan mulai dari bulan April 2025
hingga bulan Maret 2026 sebagai kewajiban
pembayaran pajak penghasilan untuk tahun pajak
berjalan.

Analisis Kepetuhan Penyetoran PPh 25

Seluruh penyetoran PPh Pasal 25 dari bulan
Januari hingga Agustus 2025 dilakukan secara
bersamaan pada bulan Juli. Hal ini dikarenakan
adanya proses perpindahan sistem Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) ke Coretax, sehingga pihak
pajak masih menyesuaikan pembuatan billing
manual melalui web Coretax. Selain itu, setelah
pelaporan SPT Tahunan, tagihan PPh 25 bulanan
tahun 2025 baru terbit, sehingga perusahaan
memutuskan untuk melakukan pembayaran
sekaligus agar tidak terjadi kekurangan setoran
pajak.

Berikut tabel Kepatuhan Penyetoran PPh
Pasal 25 untuk PT Sumber Insani dari Januari-
Agustus 2025.

Tabel; Kepatuhan Penyetoran PPh

Bulan | Ket Billing | Tgl Nominal | Batas
Pajak setor (RP) Akhir
setor
Jan Tidak | 04114 | 09-07- 15-02-
2025 tepat 90538 | 2025 (2.933.944 | 2025
waktu | 47964
Feb Tidak | 04111 | 09-07- {2.933.944 | 15-03-
2025 tepat 05217 | 2025 2025
waktu | 60601
Mar Tidak | 04116 | 09-07- (2.933.944 | 15-04-
2025 tepat 33081 | 2025 2025
waktu | 21760
April | Tidak | 04114 | 09-07- | 777.963 | 15-05-
2025 tepat 36046 | 2025 2025
waktu | 30425
Mei Tidak | 04111 | 09-07- | 777.963 | 15-06-
2025 tepat 53472 | 2025 2025
waktu | 82466
Juni 04111 | 09-07- | 777.963 | 15-07-
2025 tepat 76179 | 2025 2025
waktu | 55391
Juli 04116 | 09-07- | 777.963 | 15-08-
2025 tepat 40825 | 2025 2025
waktu | 29004
Agust | tepat 04122 | 09-07- | 777.963 | 15-09-
2025 waktu | 63226 | 2025 2025
16485
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Berdasarkan evaluasi terhadap pelaporan
SPT Masa PPh 25 selama satu tahun penelitian,
terdapat 12 periode pelaporan. Dari jumlah
tersebut, perusahaan melakukan 6 kali pelaporan
tepat waktu dan 6 kali pelaporan terlambat.
Tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 50%,
sehingga masih perlu ditingkatkan terutama
dalam konsistensi administrasi. Secara umum, PT
Sumber Insani menunjukkan komitmen yang
baik dalam kepatuhan perpajakan, khususnya
dalam hal ketepatan waktu penyetoran angsuran
PPh 25. Perusahaan selalu berusaha melakukan
pembayaran sebelum batas waktu untuk
menghindari sanksi berupa bunga keterlambatan.

Pelaporan PPh Pasal 25 untuk masa Januari
hingga Agustus dilakukan pada tanggal 28
Agustus 2025. Perusahaan tidak mengajukan
penurunan pembayaran PPh 25 di bulan Januari
maupun pada bulan setelah penyetoran, karena
seluruh pembayaran dilakukan sekaligus pada
bulan Juli setelah SPT Tahunan dilaporkan

Namun, ada kendala dalam hal pelaporan.
Meskipun pajak telah dibayarkan tepat waktu,
pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
masih terlambat pada beberapa periode.
Penyebab utama keterlambatan pelaporan adalah
adanya perubahan sistem pelaporan dan
penyetoran, yaitu dari Sistem DJP Online ke
Cortex oleh DIJP, serta perubahan prosedur
penggunaan e-Billing terbaru. Perubahan tersebut
membuat staf pajak membutuhkan waktu untuk
beradaptasi, sehingga proses pengunggahan
dokumen dan validasi administrasi pelaporan
terganggu Dengan demikian, perusahaan dapat
dikatakan patuh dalam hal pembayaran pajak,
tetapi perlu ada perbaikan dalam aspek
administrasi pelaporan agar semua kewajiban
pajak dapat dipenuhi secara sempurna.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
yang dilakukan terkait perhitungan, penyetoran,
serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
di PT Sumber Insani, dapat disimpulkan bahwa
perusahaan ~ sudah  memenuhi  kewajiban
perpajakannya dengan cukup baik. Dalam hal
perhitungan angsuran, PT Sumber Insani telah
menghitung PPh Pasal 25 sesuai dengan aturan
yang berlaku, yaitu dengan menggunakan dasar
pajak tahun lalu yang dikurangi oleh kredit pajak,
lalu dibagi menjadi belas bulan. Penurunan
jumlah angsuran dari Rp2.933.944 menjadi
Rp777.962 pada tahun 2025 menunjukkan
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adanya penyesuaian karena menurunnya laba
fiskal dan perubahan kredit pajak. Hal ini
menunjukkan bahwa perhitungan pajak yang
dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

Dalam hal penyetoran pajak, PT Sumber
Insani juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang
baik. Selama periode Januari hingga Agustus
2025, seluruh angsuran PPh Pasal 25 telah disetor
melalui sistem e-billing secara konsisten dan
tepat waktu. Meskipun sempat dilakukan secara
bersamaan karena adanya proses penyesuaian
terhadap sistem Coretax Direktorat Jenderal
Pajak, perusahaan tetap memastikan bahwa
seluruh kewajiban penyetoran pajak terpenuhi
tanpa keterlambatan. Hal ini menunjukkan
kesadaran dan tanggung jawab perusahaan dalam
menjaga kepatuhan perpajakan.

Sementara itu, dalam aspek pelaporan pajak,
PT Sumber Insani masih menghadapi beberapa
kendala  administratif. = Beberapa  periode
pelaporan mengalami keterlambatan akibat
transisi sistem dari DJP Online ke Coretax serta
adanya  kendala  teknis  dalam  proses
pengunggahan dokumen. Walaupun demikian,
seluruh dokumen pelaporan sudah lengkap dan
sesuai dengan ketentuan DJP. Dengan demikian,
kendala yang terjadi bersifat administratif dan
tidak memengaruhi  kepatuhan  substantif
perusahaan. Secara keseluruhan, PT Sumber
Insani dapat dikategorikan patuh dalam aspek
perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 25, namun
masih perlu meningkatkan ketepatan waktu
pelaporan agar kewajiban perpajakan dapat
dilaksanakan secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, ada beberapa saran yang bisa
diberikan untuk memperbaiki proses perpajakan
di PT Sumber Insani. Pertama, disarankan agar
perusahaan meningkatkan koordinasi antara
bagian pajak, keuangan, dan teknologi informasi
agar adaptasi terhadap sistem perpajakan digital
seperti Coretax bisa berjalan lebih lancar dan
efisien. Selain itu, perusahaan juga perlu
menetapkan jadwal pelaporan pajak yang tetap
dan membuat sistem pengingat internal agar tidak
ada keterlambatan dalam proses pelaporan.
Selain  itu, disarankan agar perusahaan
memberikan pelatihan rutin kepada staf pajak
mengenai penggunaan aplikasi DJP Online, e-
Billing, dan e-Filing agar meningkatkan akurasi,
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efisiensi, dan pemahaman staf terhadap peraturan
perpajakan terbaru.

Kedua, bagi Direktorat Jenderal Pajak
(DJP), diharapkan agar terus meningkatkan
sosialisasi dan pendampingan bagi wajib pajak
badan, khususnya dalam menghadapi pembaruan
sistem digital perpajakan. Fitur notifikasi
otomatis pada sistem Coretax juga diharapkan
dapat membantu wajib pajak dalam mengingat
tenggat waktu penyetoran dan pelaporan pajak.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan
untuk mengembangkan penelitian ini dengan
melakukan analisis komparatif pada beberapa
perusahaan jasa lainnya agar diperoleh gambaran
yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang
memengaruhi kepatuhan PPh Pasal 25. Penelitian
lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan
kuantitatif atau metode campuran (mix methods)
agar hasil yang diperoleh lebih terukur dan
memberikan kontribusi yang lebih mendalam
terhadap pengembangan kajian perpajakan di
Indonesia.
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